BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Menimbang :

Mengingat

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang
Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga
perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun
2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
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Menetapkan :

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4029);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi
Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri,
Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

12. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perjalanan
Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 37) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun
2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021
Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun
2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor
37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
37 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun
2021 Nomor 8) diubah sebagai berikut :
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1.

Diantara huruf ¢ dan huruf d ditambahkan 1 huruf yakni
huruf c1 dan huruf d serta huruf f ayat (6) Pasal 8 diubah,
sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

Pasal 8

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1), digolongkan dalam S (lima)

tingkat, yaitu:

a. Tingkat A untuk Pejabat Negara, Ketua DPRD, dan
Wakil Ketua DPRD;

b. Tingkat B untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon
II;

c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III dan PNS Golongan
1V;

d. Tingkat D untuk Pejabat eselon IV dan PNS Golongan
III ; dan

e. Tingkat E untuk PNS Golongan II dan I.

Biaya Perjalanan Dinas Istri/Suami Pejabat Negara,

Istri/Suami Pimpinan dan Anggota DPRD dan Istri

Sekretaris Daerah disamakan dengan Perjalanan Dinas

Jabatan Tingkat C.

Biaya Perjalanan Dinas bagi Ajudan Pejabat Negara dan

Pimpinan DPRD yang berstatus bukan Pegawai Negeri

Sipil disamakan dengan Perjalanan Dinas Jabatan

Tingkat D.

Biaya Perjalanan Dinas bagi Pegawai Tidak Tetap

disamakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan

Tingkat E.

Biaya Perjalanan Dinas orang pribadi/pihak swasta yang

melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan

Pemerintah Daerah dapat dilakukan setelah mendapat

izin Bupati atau pejabat lain yang berwenang dan

golongannya ditentukan berdasarkan pendidikan sebagai
berikut :

a. pendidikan S2 dan S3 disamakan/disetarakan
dengan Perjalanan Dinas Jabatan Tingkat C;

b. pendidikan S1 disamakan/disetarakan dengan
Perjalanan Dinas Jabatan Tingkat D; dan

c. pendidikan Diploma dan SLTA kebawah
disamakan/disetarakan dengan Perjalanan Dinas
Jabatan Tingkat E.

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya

Perjalanan Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :

a. uang harian Perjalanan Dinas Luar Daerah
dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas
tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

b. uang harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah
dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas
tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;
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(7)

c. biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan
Biaya  Riil berdasarkan  Fasilitas  Transport
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini, dalam hal Pelaksana SPD menggunakan
kendaraan dinas jabatan/operasional ke dan dari
terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan
keberangkatan dan kepulangan dapat diberikan
biaya bahan bakar minyak sesuai dengan jarak yang
ditempuh;

cl. biaya transport pegawai dapat dilaksanakan melebihi
besaran standar biaya taksi perjalanan dinas luar
Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini, sepanjang didukung dengan
bukti pengeluaran Riil (pembiayaan secara at cost).

d. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya
Riil dan berpedoman pada Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini dan dalam hal Pelaksana SPD adalah
Ajudan Pejabat Negara dan/atau Pimpinan DPRD
yang melakukan Perjalanan Dinas bersama-sama
dengan Pejabat Negara dan/atau Pimpinan DPRD,
apabila menginap pada hotel/penginapan yang sama
dengan Pejabat Negara dan/atau Pimpinan DPRD,
maka Pelaksana SPD dapat menggunakan fasilitas
kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan
dimaksud; dan

e. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan
merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Jenis dan Fasilitas Transport serta Satuan Biaya Tiket

Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf d dan ayat (3) dihapus,
sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 31

Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan

Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya

Perjalanan Dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari

kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

melampirkan dokumen berupa :

a. surat tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;

b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat
di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak
terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan
Dinas;

c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi,
dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
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d.
e.

Dihapus;

bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan
dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran
lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang
bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dan ;

f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap
lainnya.
(3) Dihapus.

(4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
melampirkan dokumen berupa :

a.
b.

Foto copy surat keputusan pindah;

SPD yang telah ditandatangani pihak yang
berwenang;

kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transport;
dan

kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan
dan angkutan barang.

3. Ketentuan Lampiran XV dihapus.

Peraturan

Pasal II

Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 25 Mei 2022

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 25 Mei 2022

BUPATI BANGLI,
ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 12
Sahnan Sesuai dengan aslinya

NIP 1979072020050 12013
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